KABUPATEN SUKDHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama - Ir. PROBONINGSIH DWI DANART!I
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Hj. ETIK SURYANI, SE, MM
Jabatan : Bupati Sukoharjo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

KEPALA DINA 3" i

KRR AR

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
1 |Meningkatnya kesetaraan 11 Indek Pemberdayaan Gender ( IDG ) 76,27 Nilai
gender dalam pembangunan
bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi
[ 2 Meningkamya'Pénindungan 21 Rasio Kekerasan terhadap perempuan | 1:10405 Rasio
Perempuan dan Anak
22 Rasio Kekerasan terhadap anak 1:8475 Rasio
3 [Menurunnya Angka Kelahiran [3.1  Angka kelahiran total ( Total Fertiity | 1,86 Angka
| Rate /TFR)
3.2  Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 495 Angka
tahun (Age Spesifik Fertility
Rate/ASFR)
4 Meningkatnya pendewasaan (4.1 Rata-rata Usia Kawin Pertama 22 Umur
usia perkawinan ( PUP ) Perempuan (UKP)
5 |Meningkatnya kualitas L R Nilai Sakip Perangkat Daerah 69 Nilai
Aparatur dan Pelayanan
Publik
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pengarusutamaan Gender dan Rp 550.000.000 APBD
Pemberdayaan Perempuan
2 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Rp 20.000.000 APBD
Anak
3 Program Perlindungan Perempuan Rp 264.514.048 APBD
4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp 135.000.000 APBD
5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA ) Rp 145.000.000 APBD
6 Program Perlindungan Khusus Anak Rp 226.400.000 APBD
7 Program Pengendalian Penduduk Rp 471.800.000 APBD & DAK
8 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp 9.435.363.000 APBD & DAK
8 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Rp 5.280.880.000 APBD & DAK
Sejahtera (KS)
10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.075.885.380 APBD
Kabupaten/Kota
Jumliah Rp 20.604.842.428
Sukoharjo, Januari 2023
Pihak Kedua Rihak Pertama
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KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama - SARNO, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A SEKRETARIS DINAS PPKB DAN P3A
ABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

| DANARTI SARNO, SH
\‘Q} embirf Uf ,’. Muda Pembina Tingkat |

6 199208 2 001 NIP. 196608231994031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Perencanaan, Penganggaran s
S Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja "
1 |dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah 100%
Daerah
2 AGRUNERl Kouangan Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian s . ;
3 Perangkat Daerah Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%
4 g‘:’:rigf" asi Umum Perangkat |~y han administrasi umum Perangkat Daerah 100%
Pengadaan Barang Milik Daerah c w i
; > akupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan
5 |Penunjang Urusan Pemerintah Pemétifiah Dasrah 100%
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang : . . "
6 {rusan Pamenrtak Daorah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100%
Pemeliharaan Barang Milik ; i ;
7 |Daerah Penunjang Urusan Cakup;n pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 100%
: pemerintah daerah
Pemerintah Daerah
Kegiatan Anggaran Ket.
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 55.000.000 APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 3.351.486.000 APBD
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 24.237.500 APBD
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 208.698.000 APBD
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 30.000.000 APBD
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 161.465.880 APBD
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Rp 244 998.000 APBD

Jumlah

Pihak Kedua
RALF DINAS

- l
DINAS PPHK
DAN P3/

RANARTI

Rp 4.075.885.380

Sukoharijo,

Pihak Pertama
SEKRETARIS
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

SARNO. SH
Pembina Tingkat |
Nip. 19660823 199403 1 005

Januari 2023



KABUPATEN SUKOMARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama - YUDIANTA, SE
Jabatan : Kepala Bidang keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A KABID KELUARGA BERENCANA KETAHANAN
AT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

ir. PROBONINGSI/D: YUDVANTA, SE
ReditidgBtama Muda Pembina

NIP. 19650716 199208 2 001 NIP. 19721213 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Prosentase peran serta stageholder 80 %
Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian |dan mitra kerja dalam penggerakan KB
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
2 |Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Cakupan peserta KB baru 68 %
Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
3 |Pengendalian dan Pendistribusian Prosentase PUS yang tidak terpenuhi 12,56 %
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta |kebutuhan alat kontrasepsinya (
Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Unmetneed )
Kabupaten/Kota
4 |Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Prosentase Kampung KB aktif 75 %
serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah /Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
5 |Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Prosentase terbentuknya poktan di 20 Kali
Melalui Pembinaan Ketahanan dan masing-masing desa/kelurahan
Kesejahteraan Keluarga
6 |Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta |Prosentase Peran Aktif Organisasi 75 %
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan dalam Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota dalam Keluarga
Pembangunan Keluarrga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Rp 865.577.000 APBD+DAK
edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan Rp 1.298.550.000 APBD+DAK
KB (PKB/PLKB)
3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Rp 4.179.236.000 APBD+DAK
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
daerah Kabupaten/Kota
4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Rp 2.593.000.000 APBD+DAK
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber
KB
5 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Rp 5.205.880.000 APBD+DAK

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga




6 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Rp 75.000.000 APBD
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

Rp 14.217.243.000

Sukoharijo, Januari 2023

Pihak Pertama
KABID KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATHN|SUKOHARJO

YUDMNTA, SE
Pembina
NIP. 19721213 199803 1 008




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama . Ir. HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si

Jabatan . Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
ABIRATE OHARJO PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Q-\ DINAS PPKB DAN P3A

& 40
n_ KABUPATEN_SUKOHARJO
DINAS PPKB T*
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.\ -,
Ir. PR BONINGSIH'DWI DANARTI Ir HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si
Pembina Utama Muda Pembina

NIP. 19650716 199208 2 001 NIP. 19680616 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
DINAS ENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Perbub GDPK 12 Dokumen
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk
2 |Pemetaan Perkiraan Pengendalian Prosentase efektifitas rumah data 30 %
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |kependudukan ( RDK ) di Kampung
KB
3 |Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Prosentase peran serta stageholder 80 %
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian  |dan mitra kerja dalam penggerakan
Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya |KB
Lokal
4 |Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta |Prosentase Kampung KB Aktif 75 %
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Rp 120.000.000 APBD
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
Rangka Pengedalian Kuantitas Penduduk
2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Rp  351.800.000 APBD + DAK
Daerah Kabupaten/Kota
3 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rp  460.000.000 APBD
(KIE) Pengendalian Penduduk, KB Sesuai Kearifan Budaya
Lokal
4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Rp 39.000.000 APBD
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Jumiah Rp 970.800.000
Sukoharjo, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN
DAN PENGGERAKAN DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

Ay

-

Ir. HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si
Pembina
NIP. 19680616 199503 1 002




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama : BUDIARTI SRI RAHAYU, SE, MM
Jabatan - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
/ DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATRN SUKOHARJO

| RAHAYU, SE. MM
: Pembina
NIP. 19650716 199208 2 001 “NIP. 19700301 199903 2 007

BUDIARTI




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 |Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) |Prosentase perangkat daerah yang 70 %
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan menyusun program kerja
Kabupaten/Kota Pengarusutamaan Gender (PUG)

2 |Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Prosentase keterlibatan perempuan di 60 %
Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi bidang politik, sosial dan ekonomi pada
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |organisasi kemasyarakatan

3 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Prosentase Partisipasi Aktif Lembaga 70 %
Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan |Penyedia Layanan Pemberdayaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan

4 |Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan |Pravelensi kekerasan terhadap 0,02 %
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota perempuan

5 |Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Prosentase kasus kekerasan terhadap 100 %
perempuan Korban Kekerasan yang perempuan yang mendapatkan
memeriukan koordinasi kewenangan pelayanan
Kabupaten/Kota

6 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Prosentase lembaga penyedia layanan 0,05 %
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan bagi perempuan korban kekerasan yang
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota aktif

7 |Peningkatan kualitas keluarga dalam Prosentase Pemanfaatan hasil pelatihan| 0,10 %
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak |peningkatan kualitas keluarga
anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

8 |Penguatan dan Pengembangan lembaga Cakupan lembaga yang memanfaatkan 15 %
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga |PUSPAGA
dalam mewujudkan KG dan hak anak yang
wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota

9 |Penyediaan layanan bagi keluarga dalam Prosentase kunjungan ke PUSPAGA 60 %
mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

10 |Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Jumlah laporan data dan informasi 2 Laporan
Penyajian data Gender dan anak dalam PPPA
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Rp 225.000.000 APBD
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Rp 30.000.000 APBD
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Rp 295.000.000 APBD

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota




10

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban
Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan Hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak
anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan
Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender
dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah

Pihak Kedua

Rp 75.000.000 APBD
Rp 129.514.048 APBD
Rp 60.000.000 APBD
Rp 40.000.000 APBD
Rp 45.000.000 APBD
Rp 50.000.000 APBD
Rp 20.000.000 APBD
Rp 969.514.048
Sukoharjo, Januari 2023
Pihak Kedua

KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN S ARJO

BUDIARTI
Pembina
NIP. 19700301 199903 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama : SUNARTO, SH, MH.
Jabatan . Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI
Jabatan : Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

-

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharijo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A KABID KESEJAHTERAAN DAN
PAFEN SUKOHARJO PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

Pembina
NIP. 19661102 198703/1 004

NIP. 19850 161992082001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABID KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PENGENDALIAN PENDU

DUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, |Prosentase keterlibatan stakeholder dalam 80 %

Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten / Kota

menuju Kabupaten Layak Anak

2 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Prosentase lembaga penyedia layanan 85 %
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kwalitas Hidup Anak
Anak Kewenangan kabupaten/Kota

3 |Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Prosentase kekerasan terhadap anak yang 52 %
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah ditindaklanjuti
Kabupaten/Kota

4 |Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan [Cakupan tersediaanya layanan anak yang 65 %
Perlindungan Khusus yang Memerlukan memerlukan perlindungan
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4 |Penguatan dan Pengembangan Lembaga Cakupan penguatan dan pengembangan 100 %
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan |lembaga penyedia layanan bagi anak yang
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah memerlukan perlindungan khusus tingkat
Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Rp 80.000.000 APBD
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Rp 65.000.000 APBD
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota

3 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Rp 100.000.000 APBD
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Rp 101.400.000 APBD
Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

4 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Rp 25.000.000 APBD
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah Rp 371.400.000
Sukoharjo, Januari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

B DAN P3A

KABID KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

Pembina ? —
NIP. 19661102 198703 1 004




KABUPATEN SUKONARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama - PURWANTI., SE
Jabatan . Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - SARNO, SH
Jabatan . Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PPKB DAN P3A KASUBAG PERENCANAAN
KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PPKB DAN P3A

KABUPATEN SUKOHARJO

- T

SARNO, SH PURWANTI, SE
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 196608231994031005 NIP. 19731121 199803 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen
RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
3 |Koordinasi dan penyusunan Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen
Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
4 |Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD |Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dokumen

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

5 |Koordinasi dan penyusunan Perubahan [Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 1 Dokumen
DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
6 |Koordinasi dan penyusunan laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
kinerja skpd Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

7 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 Laporan
Perangkat Daerah

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp  25.000.000 APBD

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.000.000 APBD

3 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Rp 5.000.000 APBD

4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Rp 5.000.000 APBD

5 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.000.000 APBD

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp 5.000.000 APBD

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.000.000 APBD

Jumlah Rp 55.000.000

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
SEKRETARIS KASUB BAG PERENCANAAN
DINAS PPKB DAN P3A DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
SARNO, SH PURWANTI, SE
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 19660823 199403 1 005 NIP. 19731121 199803 2 005




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama - Dra. ENDANG SRI MARTANI
Jabatan . Kepala sub Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SARNO, SH
Jabatan - Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PPKB DAN P3A KASUBAG KEUANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PPKB DAN P3A

KABUPATEN SUKOHARJO

>

SARNO, SH Dra. ENDANG SRI MARTANI
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 196608231994031005 NIP. 19651122 198603 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

21 Orang/Bulan

2 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen
Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
4 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 3 Laporan
Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp  3.075.916.000 APBD
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Rp 266.070.000 APBD
Keuangan SKPD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 4.500.000 APBD
SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rp 5.000.000 APBD

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah

Pihak Kedua

SEKRETARIS
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

SARNO, SH
Pembina Tingkat |
NIP. 19660823 199403 1 005

Rp  3.351.486.000

Sukoharjo,

Pihak Pertama

Januari 2023

KASUB BAG KEUANGAN
DINAS PPKB DAN P3A

KABUP Tlal

KOHARJO

Dra. ENDANG SRI MARTANI

Penata Tingkat |

NIP. 19651122 198603 2 012




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama . SITI LESTARI, S.Sos, MM
Jabatan . Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SARNO, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS PPKB DAN P3A KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PPKB DAN P3A

KABUPATEN SUKOHARJO

= ,

SARNO, SH SITI LESTARI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat | Pkmbina

NIP. 196608231994031005 NIP. 197111161997032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
@) (2) (3) (4)
1 |Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 50 Paket
beserta Atribut Kelengkapannya |[Kelengkapan
2 |Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan 1 Dokumen
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian
3 |Penyediaan komponen instalasi [Jumlah Paket Komponen Instalasi 9 Paket
listrik/penerangan bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
kantor Disediakan
4 |Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 15 Paket
Tangga Disediakan
5 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor{Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 40 Paket
Disediakan
6 |Penyediaan barang cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Paket
penggandaan yang Disediakan
7 |Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Dokumen
peraturan perundang-undangan |Perundang-Undangan yang Disediakan
8 |Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan
9 |Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 88 Laporan
Koordinasi dan konsultasi SKPD |Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10 [Penyediaan jasa surat menyurat [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
11 |Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Laporan
sumber daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
12 |Penyediaan jasa pelayanan umum|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 5 Laporan
kantor Umum Kantor yang Disediakan
13 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 5 Unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan Dinas dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan Dinas Jabatan
14 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 6 Unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas [dan Perizinannya
Operasional atau lapangan
15 [Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 132 Unit
Mesin Lainnya Dipelihara
16 |Pengadaan Peralatan dan Mesin |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 6 Unit

Lainnya

Disediakan




~N O 0O B W N =

o

10

1
12

13
14

15

16

Kegiatan Anggaran

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 19.237.500
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 5.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Rp 2.985.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 30.351.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 94.537.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 15.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 4.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu Rp 5.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 70.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 18.990.000
Penyediaan jasa surat menyurat Rp 5.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 13.434.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 140.466.880
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Rp 134.998.000
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Rp 80.000.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 30.000.000

Jumlah

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

>

SARNO, SH
Pembina Tingkat |
NIP. 19660823 199403 1 005

Rp 669.399.380

Sukoharjo,

Januari 2023

Pihak Pertama

KASUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN SUKOHARJO

SITI LESTARI, S.Sos, MM

-

Pembina

Keterangan

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

APBD
APBD

APBD
APBD

APBD

APBD
APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

NIP. 19711116 199703 2 002



KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama - KRISTIEN ANDRIANI, SKM.M.Si
Jabatan : Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Sub Koordinator

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDIANTA, SE.
Jabatan . Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Keluarga Berencana Ketahanan Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda
Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Koordinator Pelayanan dan Pembinaan
Dinas PPKB DAN P3A Kesertaan Berkeluarga Berencana
Kabupatgn Sukoharjo Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten, Sukoharjo

KRISTIEN'ANDRIANI, SKM, M.Si

Pembina
NIP. 19721213 199803 1 008 NIP. 19680509 199103 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI MUDA SUB KOORDINATOR

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER KB

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Jumlah Laporan Mekanisme 1 Laporan
Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi |Operasional Program Bangga
Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi  |Kencana (Pembangunan
Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) Melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
2 |Pengelolaan Operasional dan Sarana di Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan
Balai Penyuluhan KKBPK Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
3 |Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Jumlah Laporan Hasil Penguatan 1 Laporan
Penggerakan, Pelayanan dan Pelaksanaan Penyuluhan,
Pengembangan Program KKBPK untuk Penggerakan, Pelayanan dan
Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Pengembangan Program Bangga
lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) untuk
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4 |Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat |Jumlah Laporan 1 Laporan
Kontrasepsi dan sara Penunjang Pelayanan |Pengendalian
KB Ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan|Pendistribusian Alat dan
dan jejaringnya Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
5 |Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Jumlah Akseptor yang 40 Orang
Petugas Logistik alat dan obat Kontrasepsi  |Mengikuti Peningkatan
serta sarana penunjang pelayanan KB Kompetensi Pengelola dan
Petugas Logistik Alat dan
Obat Kontrasepsi serta
Sarana Penunjang
Pelayanan KB
6 |Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode |Jumlah Orang yang 68 Orang
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP ) Mengikuti Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
7 |Penyediaan Dukungan ayoman komplikasi |Jumlah Laporan Dukungan 1 Laporan
berat dan kegagalan penggunaan MKJP Ayoman Komplikasi Berat dan
Kegagalan Penggunaan MKJP
8 |Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan |Jumlah Unit Sarana Penunjang 12 Unit

KB

Pelayanan KB




40 Orang

9 |[Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta |Jumlah Orang yang Mengikuti
KB Pembinaan Pasca Pelayanan bagi
Peserta KB
10 |Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana |Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan
dan Kesehatan Reproduksi di Faslitas Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Termasuk Jaringan dan Keluarga Berencana dan
Jejaringnya Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
11 |Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan [Jumlah Tenaga Pelayanan yang 40 Orang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Mengikuti Peningkatan
Reproduksi Kompetensi Tenaga Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
12 |Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang 5 Orang
Mendapat Peningkatan
Kesptaraan KR Pria
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1  Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Rp 181.000.000 APBD+DAK
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya
2  Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Rp 379.577.000 APBD+DAK
Penyuluhan KKBPK
3  Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Rp 319.350.000 APBD
Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk
Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4  Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Rp 49.600.000 APBD+DAK
Kontrasepsi dan sara Penunjang Pelayanan KB Ke
Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
5  Peningkatan Kompetinsi Pengelola dan Petugas Rp 10.000.000 APBD
Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana
Penunjang Pelayanan KB
6  Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Rp 2.424.874.000 APBD+DAK
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP )
7  Penyediaan Dukungan ayoman komplikasi berat dan Rp 20.000.000 APBD
kegagalan penggunaan MKJP
8  Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp 1.602.262.000 APBD+DAK
9 Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB Rp 10.000.000 APBD
10 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Rp 32.500.000 APBD+DAK
Kesehatan Reproduksi di Faslitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya
11 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Rp 10.000.000 APBD

Berencana dan Kesehatan Reproduksi




12  Peningkatan Kesertaan KB Pria

Jumlah

Pihak Kedua
Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas PPKB DAN P3A
Kabugaten Sukoharjo

NIP. 19721213 199803 1 008

Rp 20.000.000 APBD

Rp  5.059.163.000

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Pertama
Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Sub Koordinator
Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Sukoharjo

N

KRISTIE DRIANI, SKM.M.Si
Pembina
NIP. 19680509 199103 2 005




KABUPATEN SUXOMARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama . KHATARINA CANDRA DEWI, S.l.Kom
Jabatan . Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Sub Koordinator

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - YUDIANTA, SE.
Jabatan . Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Keluarga Berencana Ketahanan Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda
Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Koordinator Ketahanan dan
Dinas PPKB DAN P3A Kesejahteraan Keluarga
Kabupaten Sukoharjo Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten Sukoharjo

-
YUDIANTA, SE

KHATARINA CANDRA DEWI, S.l.Kom

Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19721213 199803 1 008 NIP. 19680422 199303 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah Kader yang Mengikuti 167 Orang
Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
2 |Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK |Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 167 Kampung
di Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Kampung KB
3 [Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan
Pengendalian Program KKBPK
3 |Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Jumlah Kelompok Ketahanan dan 12 Kelompok
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita |Kesejahteraan Keluarga (Bina
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina  |Remaja (BKR), Pusat Informasi dan
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Konseling Remaja (PIK-R) Bina
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan |Keluarga Lansia (BKL), Unit
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
yang Dibentuk
4 |Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Jumlah Unit Sarana Kelompok 40 Unit
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Kegiatan Ketahanan dan
BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
5 |Crientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan 12 Laporan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Pelatihan Teknis Pengelola
BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Ekonomi Keluarga/lUPPKS) Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
6 |Orientasi/Pelatihan Teknis Pelayanan Kader Jumlah Kader yang Mengikuti 678 Orang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, |Qrientasi/Pelatihan Teknis
BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Ekonomi Keluarga/lUPPKS) Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
7 |Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola |Jumlah Kader Pengelola dan 334 Orang
dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK- |Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
R, dan Pemberdayaan Ekonomi BKL, PPPKS, PIK-R dan
Keluarga/UPPKS) Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)




8 |Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok [Jumlah Kelompok Kegiatan 13 Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Ketahanan dan
Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/lUPPKS)
9 |Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 12 Laporan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, [Sosialisasi Kelompok Kegiatan
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan |(Ketahanan dan Kesejahteraan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
10 |Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Jumlah Organisasi yang Mengikuti 6 Organisasi
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta [Penguatan Kebijakan Daerah dalam
Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja rangka Pemberdayaan dan
Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kemasyarakatan dan Mitra Kerja
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan
Keluarga/UPPKS) dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
11 |Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan [Jumlah Organisasi yang Mengikuti 6 Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Kapasitas Mitra dan
Pengelolaan Program Ketahanan dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Pengelolaan Program Ketahanan dan
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
Keluarga/UPPKS) BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
12 |Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 12 Laporan
dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja  |Sosialisasi Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra
Kerja
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp 979.200.000 APBD + DAK
2  Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Rp  2.593.000.000 APBD + DAK
3 Pengendalian Progranm KKBPK Rp 305.000.000 APBD+DAK
3  Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Rp 50.000.000 APBD
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Rp 422.280.000 APBD + DAK
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5  Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Rp 25.000.000 APBD

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)




Orientasi/Pelatihan Teknis Pelayanan/Kader Ketahanan dan Rp 30.000.000 APBD
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R, dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana Rp 4.624,000.000 APBD + DAK
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL,
PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Rp 29.600.000 APBD + DAK
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi

Keluarga/UPPKS

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Rp 25.000.000 APBD
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Rp 30.000.000 APBD
Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra

Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Rp 30.000.000 APBD
Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan

kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Rp 15.000.000 APBD
Keluarga Bagi Mitra Kerja

Jumiah Rp 9.158.080.000

Sukoharijo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda
dan Kesejahteraan Keluarga Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas PPKB DAN P3A Dinas PPKB dan P3A
Kabupgt4n Sukoharjo Sukoharjo

KHATARINA CANDRA DEWI, A.Md. Keb.
Penata Tingkat |
NIP. 19721213 199803 1 008 NIP. 19680422 199303 2 005




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama : SUGENG DARWANTO, SE
Jabatan : Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda/ Sub Koordinator

Penyuluhan dan Penggerakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Ir. HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si
Jabatan . Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Pengendalian Penduduk Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda/
Penyuluhan Dan Penggerakan Sub Koordinator Penyuluhan dan Penggerakan
Dinas PPKB DAN P3A Dinas PPKB DAN P3A
Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

i

-

Ir HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si SUGHENG DARWANTO, SE,
Pembina enata Tingkat |
NIP. 19680616 199503 1 002 NIP. 19751215 199903 1 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
DINAS ENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) -
1 |Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholders dan Mitra Jumlah Organisasi yang 4 Organisasi
Kerja Mendapatkan Advokasi Program
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja
2 |Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Jumlah Dokumen Komunikasi, 10 Dokumen
KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Informasi dan Edukasi (KIE)
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
3 |Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa |Jumlah Dokumen Promosi dan 1 Dokumen
cetak dan elektronik serta media luar ruang KIE Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Media
Luar Ruang
4 |Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan 12 Unit
dan Pendistribusian KIE Program
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
5 |Penggunaan Media massa cetak, elektronik dan media Jumlah laporan Penggunaan 2 Laporan
lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan Media Massa Cetak, Elektronik
program KKBPK dan Media Lainnya Sesuai
Kearifan Budaya Lokal dalam
Pencitraan Program KKBPK
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholders dan Mitra Kerja Rp 140.000.000 APBD + DAK
2 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Rp 20.000.000 APBD
3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Rp 35.000.000 APBD
Kearifan Budata Lokal
4 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan  Rp 250.000.000 APBD + DAK
elektronik serta media luar ruang
5 Penggunaan Media massa cetak, elektronik dan media lainnya Rp 15.000.000 APBD
sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK
Jumlah Rp 460.000.000
Sukoharjo,  Januari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kabid Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan Dan Penggerakan
Dinas PPKB DAN P3A
Kabupaten Sukoharjo

el

-

Ir, HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si
Pembina
NIP. 19680616 199503 1 002

Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda/
Sub Koordinator Penyuluhan dan Penggerakan
Dings

PPKB dan P3A




KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama - BUDI SANTASA,S.Sos, M.Si.
Jabatan : Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda /Sub Koordinator

Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Ir. HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si
Jabatan . Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Pengendalian Penduduk Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda/
Penyuluhan Dan Penggerakan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk
Dinas PPKB DAN P3A Data dan Informasi Keluarga

Kabupaten Sukoharjo

A R

Ir HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si BUDI SANTASA, S.Sos, M.Si,

Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19680616 199503 1 002 NIP. 19781213 200501 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB AHLI MUDA

SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PENDUDUK,DATA DAN INFORMASI KELUARGA
DINAS ENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 |Penyerasian Kebijakan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota terhadap Penyerasian Kebijakan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) |Kabupaten/Kota Program
Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

2 |Penyusunan dan pemanfaatan Grand Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Desaign Pembangunan Kependudukan Penyusunan dan
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
Tingkat Kabupaten/Kota
3 |Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan |Jumlah Survei/Pendataan Indeks 1 Dokumen
Indeks Pembangunan Berwawasan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan Kependudukan
4 |Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Jumlah Survei/Pendataan Indeks 1 Dokumen
Pengetahuan Masyarakat tentang Pengetahuan Masyarakat tentang
Kependudukan Kependudukan
5 |Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penguatan 5 Dokumen
Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan |Kerja Sama Pelaksanaan
Formal Pendidikan Kependudukan Jalur
Pendidikan Formal
6 |Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Jumlah Dokumen Kerja Sama 1 Dokumen
Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan |Pelaksanaan Pendidikan
NonFormal Kependudukan Jalur Pendidikan Non
Formal
7 |Implementasi Pendidikan Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen
Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Pendidikan Kependudukan Jalur
Pendidikan Formal dan Non
Formal
8 |Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran [Jumlah Laporan Sarasehan Hasil 1 Laporan
Data Keluarga Pemutakhiran Data Keluarga
8 |Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program |Jumlah Laporan Rapat Pengendalian 2 Laporan
KKBPK Program Bangga Kencana

(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga

Berencana)
10 [Perumusan Parameter Kependudukan Jumlah Laporan Parameter 1 Laporan
Kependudukan yang Dirumuskan
11 |Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga |Jumlah  Dokumen  Profil 40 Dokumen
Berencana dan Pembangunan Keluarga Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga
12 |Pemetaan Kependudukan Jumlah Dokumen Pemetaan 1 Dokumen

Kependudukan




13

Membentuk Rumah Data Kependudukan Di
KB Untuk memperkuat Integrasi Program
KKBPK di sektor lain

Jumlah Rumah Data Kependudukan
di Kampung KB untuk Memperkuat
Integrasi Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) di Sektor Lain yang
Dibentuk

48 Unit

14 |Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Pembinaan dan 1 Laporan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga |Pengawasan Penyelenggaraan
Sistem Informasi Keluarga
15 |Pencatatan dan Pengumpulan Data Jumlah Laporan Pencatatan 1 Laporan
Keluarga dan Pengumpulan Data
Keluarga
16 |Pengolahan dan Pelaporan Data Jumlah Dokumen Pengolahan dan 1 Laporan
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |Pelaporan Data Pengendalian
Lapangan dan Pelayanan KB
17 |Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan
dan pelaporan Program KKBPK Pembinaan dan Pengawasan
18 |Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 4 Dokumen
Kampung KB Pembangunan Lintas Sektor di
Kampung KB
19 |Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 4 Laporan
Terpadu Kampung KB
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Rp 35.000.000 APBD
Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program
KKBPK)
2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Rp 10.000.000 APBD
Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat
Kabupaten/Kota
3 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Rp 10.000.000 APBD
Pembangunan Berwawasan Kependudukan
4 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Rp 10.000.000 APBD
Masyarakat tentang Kependudukan
5 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Rp 15.000.000 APBD
Kependudukan Jalur Pendidika Formal
6 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Rp 10.000.000 APBD
Kependudukan Jalur Pendidika NonFormal
7 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Rp 10.000.000 APBD
Pendidikan Formal dan Nonformal
8 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Rp 10.000.000 APBD
Keluarga
9 Pelaksanaan Rapat Pengedalian Program KKBPK Rp 10.000.000 APBD
10 Perumusan Parameter Kependudukan Rp 10.000.000 APBD
11 Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana Rp 10.000.000 APBD
dan Pembangunan Keluarga
12 Pemetaan Kependudukan Rp 10.000.000 APBD
13 Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Rp 10.000.000 APBD
Untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor
lain
14 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Rp 74.200.000 APBD + DAK

Informasi Keluarga




15
16

17

18

19

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 150.600.000 DAK
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Rp 72.000.000 DAK
dan Pelayanan KB
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan pelaporan Rp 15.000.000 APBD
Program KKBPK
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rp 24.000.000 APBD + DAK
Pembinaan Terpadu Kampung KB Rp 15.000.000 APBD
Jumlah Rp 510.800.000
Sukoharjo, Januari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

Kabid Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Sukoharjo

Pembina
NIP. 19680616 199503 1 002

Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda/ Sub Koordinator
Pengendalian Penduduk, Data dan Ipformasi Keluarga

BUDI SANTASA, S.Sos, M.Si
Penata Tk, |
NIP. 19781213 200501 1 008




KABUPATEN SUXOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama . SRI WAHYUNINGSIH, SE, MM
Jabatan - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengarusutamaan

Gender
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDIARTI SRI RAHAYU, SE, MM
Jabatan . Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Pemberdayaan Perempuan Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas PPKB DAN P3A Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Sukoharjo Dinas PPKB DAN P3A

Kabupaten Sukoharjo

BUDIARTI SRI WAHYUNINGSIH SE, MM
embina Pembina

NIP. 19700301 199903 2 007 NIP. 19730828 199903 2 007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan
Kebijakan Pelaksanaan PUG

Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
Kewenanan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 Dokumen

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah
yang Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

40 Perangkat
Daerah

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

Jumilah Perangkat Daerah
yang Mengikuti Sosialisasi
Kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

40 Perangkat
Daerah

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan
di Bidang Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Dokumen Hasil
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 Dokumen

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang Mendapat
Advokasi dan Pendampingan
Kebijakan Peningkatan
Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

24 Organisasi




7 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia 28 Lembaga
kepada Lembaga Penyedia Layanan Layanan Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota yang
Mendapat Advokasi dan
Pendampingan
8 |Peningkatan Kapasitas Sumbaer Daya Jumlah sumber Daya 15 Orang
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan |Lembaga Penyedia Layanan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan
Kapasitas
9 [Pengembangan Komunikasi Informasi dan Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Komunikasi Informasi dan
Kewenangan Kabupaten Kota Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
10 |Penyediaan Data Gender dan Anak di Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen
Kewenangan Kabupaten/Kota Gender dan Anak
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
11 |Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan |Jumlah Dokumen Penyajian 1 Dokumen
Anak dalam Kelembagaan Data di dan Pemanfaatan Data
Kewenangan Kabupaten/Kota Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Kewenangan
Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Anggaran Keterangan
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Rp 25.000.000 APBD
Pelaksanaan PUG
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenanan Rp 75.000.000 APBD
Kabupaten/Kota
3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Rp 75.000.000 APBD
termasuk PPRG
4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Rp 50.000.000 APBD
5 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Rp 15.000.000 APBD
Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi
6 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Rp 15.000.000 APBD
Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
7 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Rp 25.000.000 APBD

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/ Kota




8 Peningkatan Kapasitas Sumbaer Daya Lembaga Penyedia Rp 50.000.000 APBD

Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

9 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rp  220.000.000 APBD
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota

10 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Rp 10.000.000 APBD
Kabupaten/Kota

11 Penyajian dan Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam Rp 10.000.000 APBD

Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah

Pihak Kedua
Kabid Pemberdayaan Perempuan
Dinas PPKB DAN P3A
Kabupaten Sukoharjo

BUDIARTI SRI RAHAYU, SE, MM

embina
NIP. 19700301 199903 2 007

Rp 570.000.000

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender
Dinas PPKB DAN P3A
Kabupatg! a;zkoharjo

J
o

SRI WAHYUNINGSIH, SE, MM
Pembina
NIP. 19730828 199903 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama - SRI LESTARI, STP.
Jabatan - Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDIARTI SRI RAHAYU, SE, MM
Jabatan - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Pemberdayaan Perempuan Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas PPKB DAN P3A Sub Koordinator Peningkatan Kualitas
Kabupaten Sukoharjo Hidup dan Perlindungan Perempuan
Dinas PPK n P3A
v Kabupater) Sukoharjo

BUDIARTI $RI RAHAYU, SE, MM SRI LESTARI, STP
Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19700301 199903 2 007 NIP. 19680829 199103 2 010




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen
Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan |Koordinasi dan Sinkronisasi
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Pelaksanaan Kebijakan,
Daerah Kabupaten/ Kota Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Perangkat Daerah 4 Perangkat
layanan perlindungan perempuan kewenangan |yang Mendapat Advokasi Daerah
Kabupaten/Kota dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 |Penyediaan layanan pengaduan masyarakat |Jumlah Perempuan Korban 50 Orang
bagi perempuan korban kekerasan Kekerasan Tingkat
kewenangan kabupaten/kota Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Layanan
Pengaduan
4 |Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Jumlah Layanan Tindak 50 Layanan
penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Lanjut Pengaduan yang
perempuan korban kekerasan kewenangan Memerlukan Koordinasi dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi bagi Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
5 |Advokasi kebijakan dan pendampingan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
penyediaan sarana prasarana layanan bagi Advokasi Kebijakan dan
perempuan korban kekerasan kewenangan Pendampingan Penyediaan
kabupaten/kota Sarana Prasarana Layanan
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
6 |Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga |Jumlah sumber Daya 72 Orang
penyedia layanan penanganan bagi Manusia Lembaga Penyedia
perempuan korban kekerasan kewenangan Layanan Penanganan bagi
kabupaten/kota Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan
Kapasitas
7 |Penyediaan kebutuhan spesifik bagi Jumlah Perempuan dalam 50 Orang

perempuan dalam situasi darurat dan kondisi
khusus kewenangan kabupaten/kota

Situasi Darurat dan Kondisi
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Spesifik




3 Dokumen

8 |[Penguatan jejaring antar lembaga penyedia  [Jumlah Dokumen Hasil
layanan perlindungan perempuan kewenangan |Penguatan Jejaring Antar
kabupaten/kota Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
9 |Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk |Jumlah Perangkat Daerah 4 Perangkat
mewujudkan KG dan perlindungan anak yang mendapat Advokasi Daerah
kewenangan kabupaten/Kota dan Pendampingan Keluarga
untuk Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan
Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
10 |Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Jumlah Komunikasi, 2 Dokumen
Edukasi KG dan Perlindungan anak bagi Informasi, Edukasi (KIE)
keluarga kewenangan Kabupaten/kota Kesetaraan Gender (KG) dan
Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
11 |Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk  [Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
peningkatan kualitas keluarga kewenangan Pengembangan Kegiatan
Kabupaten/Kota Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
12 |Advokasi Kebijakan dan pendampingan Jumlah Lembaga Penyedia 24 Lembaga
pengembangan lembaga penyedia layanan Layanan Peningkatan
peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah |[Kualitas Keluarga yang
kabupaten/ Kota mendapat Advokasi dan
Pendampingan
13 |Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga |Jumlah sumberdaya 80 Orang
penyedia layanan peningkatan kualitas Lembaga Penyedia Layanan
keluarga tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas
Keluarga yang mendapat
Peningkatan Kapasitas
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
14 |Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia |Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat |Penguatan Jejaring Antar
daerah Kabupaten/Kota Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
16 [Pelaksanaan Penyediaan layanan Jumlah Layanan 1 Layanan

komprehensif bagi keluarga dalam
mewujudkan KG dan perlindungan anak yang
wilayah kerjanya dalam daerah
Kabupaten/Kota

Komprehensif bagi Keluarga
dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan
Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

yang Tersedia




10

11

12

13

14

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/ Kota

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi
perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan
layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana
prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan
kewenangan kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia
layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan
kewenangan kabupaten/kota

Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan
kabupaten/kota

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota

Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan
KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/Kota

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan
Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan
Kabupaten/kota

Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk peningkatan
kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan pendampingan pengembangan
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
tingkat Daerah kabupaten/ Kota

Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
Kabupaten/Kota

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Anggaran

55.000.000

20.000.000

83.914.048

45.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

Keterangan
APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD



15 Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif bagi Rp 50.000.000 APBD
keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak
yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota

Jumilah Rp 403.914.048

Sukoharjo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Pemberdayaan Perempuan Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas PPKB dan P3A Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup
Kabupaten Sukoharjo dan Perlindungafi Pe¢empuan

Kabupatgn S
BUDIARTI 8RI RAHAYU, SE, MM SRI TARI. STP
Pembina Penata Tingkat |

NIP. 19700301 199903 2 007 NIP. 19680829 199103 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini
Nama . Dra. HARINI
Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Peningkatan Kualitas

Hidup Anak.
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARTO, SH, MH.
Jabatan : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Kesejahteraan Dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Dinas PPKB Dan P3A Dinas PPKB Dan P3A

Kabupaten Sukoharjo

Dra. HARINI
Pembina Penata Tk. |
NIP. 19661102 198703 1 004 NIP. 19671201 199603 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
DINAS ENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No

Sasaran Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

3)

(4)

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan

70 Organisasi

Dunia Usaha
2 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kabupaten /Kota Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 |Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Jumlah Anak yang 100 Orang
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
4 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup  |dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
5 |Pengembangan Komunikasi Informasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga|Komunikasi Informasi dan
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Edukasi (KIE) Pemenuhan
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota [Hak Anak bagi Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
6 |Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia |[Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penguatan Jejaring Antar
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Rp 50.000.000 APBD
Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Rp 30.000.000 APBD
Anak Kewenangan Kabupaten /Kota
3 Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Rp 20.000.000 APBD

Kewenangan Kabupaten/Kota




4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Rp 10.000.000 APBD
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

5 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rp 20.000.000 APBD
Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
6 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Rp 15.000.000 APBD
Peningkatan Kualitas Hidup anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rp 145.000.000
Sukoharijo, Januari 2023
_ Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas PPKB DAN P3A Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kabupaten Sukoharjo Dinas PPKB dan P3A

Kabupaten Sukoharjo

Dra. RINI

—_— Penata Tingkat |
NIP. 1967201 199603 2 003

Pembina
NIP. 19661102 198703 1 00



KABUPATEN SUKOHARJO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :
Nama . Dra. DARYANI, SH,M.Si
Jabatan . Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUNARTO, SH,MH
Jabatan : Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo,  Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Kesejahteraan Dan Analis Kebijakan Ahli Muda
Perlindungan Anak Sub Koordinator Perlindungan Anak
Dinas PPKB DAN P3A Dinas PPKB DAN P3A
Kabup koharjo

SUNARTO, SH; Dra. \NI, SH, M.Si
Pembina o VW0 Pembina
NIP. 19661102 198703 1 004 NIP. 19671029 198811 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ANAK
DINAS ENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKOHARJO

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Perangkat Daerah 50 Perangkat
Pelaksanan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Mendapat Advokasi Daerah
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kebijakan dan
Kewenangan terhadap Kabupaten/Kota Pendampingan Pelaksanaan

Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 |Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen
kekerasan terhadap anak kewenangan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

3 |Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Anak yang 40 Orang
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Khusus Mendapatkan

Layanan Pengaduan
Kewenangan Kabupaten/Kota

4 |[Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan Tindak 40 Layanan
Pendampingan Anak yang memerlukan Lanjut Pengaduan yang
perlindungan khusus kewenangan Memerlukan Koordinasi dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

5 [Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Komunikasi, Informasi dan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Edukasi (KIE) Anak yang

Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

6 |Penguatan jejaring antar Lembaga Anak yang Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen
memerlukan perlindungan khusus kewenangan |Penguatan Jejaring Antar
Kabupaten/Kota Lembaga Penyedia Layanan

Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
7 |Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana |Jumlah Dokumen Hasil 40 Dokumen

Prasarana Layanan Bagi Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota




8 |Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan umlah Dokumen Hasil 1 Dokumen

Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Koordinasi dan Sinkronisasi
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan  |Peningkatan Kapasitas
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanan 20.000.000 APBD

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan terhadap Kabupaten/Kota

2 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan 80.000.000 APBD
terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota

3 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak 15.000.000 APBD
yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan 61.400.000 APBD
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

5 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak 15.000.000 APBD
yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

6 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak 10.000.000 APBD
yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

7 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana 10.000.000 APBD
Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber 15.000.000 APBD
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber 15.000.000 APBD
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan
perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rp 211.400.000

Sukoharijo, Januari 2023

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kabid Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas PPKB dan P3A Sub Koordinator Perlindungan Perempuan
Kabupaten Sukoharjo Dinas PPKB

Dra. DARYANI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19671029 198811 2 001




